
    

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  7  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 82 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN  PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a.  bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, masih belum sesuai lagi 

dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas Nomor 

82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dalam 

Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 
tentang pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi 

Pencegahan Stunting Terintegrasi; 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana Diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, 

Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang  Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 

Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 
Tahun 2018 (Lembarah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 

2018 Nomor 13/E); 

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 

(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E); 
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16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2016 Nomor 57/A); 

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Jombang Nomor 80 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2020 Nomor 80/E);  

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E); 

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang 

(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 
10/E); 

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E); 

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);  

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus 
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 
17/E); 

23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 
1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 78 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2022 Nomor 78/E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 82 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023  

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang 
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 82/E), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Angka 1 Honorarium pada 
angka 6) huruf a), diubah, sehingga secara keseluruhan 

Lampiran BAB IV Angka 1 Honorarium pada angka 6) huruf a) 
berbunyi sebagai berikut: 
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1. 6) Tunjangan kedudukan dan Kinerja BPD 
a) Tunjangan Kedudukan 

Tunjangan kedudukan adalah tunjangan untuk 
pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. 

Tabel 5. Tunjangan Kedudukan 

No URAIAN 
BIAYA (Rp) 

(orang/bulan) 

1 Ketua 325.000 

2 Wakil Ketua 275.000 

3 Sekretaris 275.000 

4 Bidang-bidang 250.000 

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Angka 2 Barang/Jasa 

pada angka 1), Angka 6) dan angka 7), diubah, sehingga 
secara keseluruhan Lampiran BAB IV Angka 2 Barang/Jasa 

pada angka 1), Angka 6) dan angka 7), berbunyi sebagai 
berikut: 

1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau 
Pakaian Olahraga 

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga 

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk 
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian 

dinas dan/atau pakaian olahraga bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

6) Insentif / Operasional RT/RW 
 Tabel 15. Insentif RT/RW 

No URAIAN 
Orang/Tahun/ 

Max 

1 Insentif RT/RW 900.000 

 Catatan : 

1. Insentif RT/RW sebesar Rp 600.000 untuk 

operasional RT/RW 

2. Tambahan Insentif RT/RW sebesar Rp.300.000 

dipergunakan untuk penanganan persampahan 
tingkat Rumah Tangga 

 
7) Insentif Guru PAUD, TPQ, Taman Belajar Kegamaan, 

dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
 

No URAIAN Orang/Tahun/Max 

1 Insentif Guru PAUD, 
TPQ, Taman Belajar 

Keagamaan, dan 
Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat 

300.000 

 

Catatan : 
1. Insentif diberikan tiap tahun 

2. Khusus honorarium Guru PAUD diperuntukkan bagi 
PAUD milik Desa yang belum mendapatkan 

honorarium dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya 
disesuaikan dengan kemampuan Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 

Pada tanggal 6 Februari 2023   
 BUPATI JOMBANG, 

 
                    ttd 

 
                MUNDJIDAH WAHAB 

 
 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 6 Februari 2023 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN JOMBANG, 
 

             ttd 
 

 
    AGUS PURNOMO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 7/E 
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